BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang
dapat diambil dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
1. Pembagian Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Dalam Urusan
BUMDesa Berdasarkan Perundang-undangan Tentang Desa

Pendirian BUMDesa antara lain bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian desa, membuka lapangan kerja, dan mewujudkan
pemerataan ekonomi pedesaan. Maksud dari pendirian BUMDesa itu
sendiri adalah sebagai upaya menampung seluruh Kkegiatan di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Agar maksud
dan tujuan dari pendirian BUMDesa tersebut dapat tercapai, maka
terhadap pengelolaan BUMDesa perlu dilakukan pembinaan dan
pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa
ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal, dan terdapat
pembagian kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan BUMDesa tersebut. Pengawasan dan pembinaan
yang bersifat internal dilaksanakan oleh Penasihat dan Pengawas
BUMDesa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang bersifat eksternal
dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah
Pusat, dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi, maupun
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan BUMDesa diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pendirian Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Permendesa No. 4/2015), yang menyatakan bahwa
BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam
membina  pengelolaan BUMDesa  dan Pemerintah Desa
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mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa tersebut
kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di atur dalam
Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap
pengelolaan BUMDesa adalah dalam hal menyusun dan memfasilitasi
petunjuk teknis bagi BUMDesa dan lembaga kerja sama Desa. Pembinaan
dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
berupa membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa
Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa. Sedangkan
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan BUMDesa adalah dengan
melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama
antar-Desa.

Pembagian kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan BUMDesa juga diatur dalam Permendesa No.
4/2015. Pasal 32 Permendesa No. 4/2015 menjelaskan bahwa standar dan
kriteria pengelolaan BUMDesa ditetapkan oleh Menteri Desa dan PDTT
(Pemerintah Pusat). Setelah ditetapkannya standar dan kriteria pengelolaan
BUMDesa oleh Pemerintah Pusat, kemudian Gubernur sebagai Kepala
Pemerintahan Daerah Provinsi melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis
mengenai standar dan kriteria pengelolaan BUMDesa. Sedangkan
Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal yang
berkenaan dengan manajemen dan sumber daya manusia pengelola
BUMDesa.

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat bahwa setiap tingkatan
pemerintahan memiliki tugas masing-masing dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa. Pembinaan
dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa ini merupakan satu

177



rangkaian pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara bersama-
sama oleh seluruh instansi terkait dan juga dilaksanakan secara terus-
menerus. Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan ini dimaksudkan
agar tujuan dari pendirian BUMDesa dapat tercapai, yaitu meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pada akhirnya tujuan
adanya pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang

merata di seluruh wilayah Indonesia juga dapat tercapai.

Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian
Desa Dan PDTT Dalam Urusan BUMDesa

Undang-Undang Desa memiliki empat lingkup pembahasan yakni
terkait pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan
desa, dan pembinaan kemasyarakatan. Keempat lingkup tersebut menjadi
bidang yang ditangani oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Desa dan
PDTT serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam
Negeri, Kemendagri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di
bidang pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa
memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat
desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigasi.

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Perpres No. 11/2015 dan
Perpres No. 12/2015 tersebut, Kemendagri kemudian melakukan
penyesuaian dengan menyerahkan sebagian tugas dan fungsi yang semula
berada pada Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
Kemendagri menjadi tugas dan fungsi Kementerian Desa, yaitu tugas dan
fungsi pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, penyelesaian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan yang semula menjadi tanggung jawab
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Kemendagri, selanjutnya diserahterimakan kepada Kementerian Desa.
Dalam menangani urusan desa, Kementerian Desa juga melakukan kerja
sama dan koordinasi dengan Kemendagri dan instansi lainnya, seperti
yang diamanatkan dalam Pasal 40 Perpres No. 12/2015 yang menyatakan
bahwa setiap unsur di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya harus
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik
pusat maupun daerah.

Sehubungan dengan BUMDesa, Kementerian Desa melakukan
koordinasi dengan Kemendagri dalam mengatur, mengurus, dan
mengelola BUMDesa, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Salah satu wujud kerja sama dan
koordinasi antara Kementerian Desa dan Kemendagri adalah dengan
melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Sistem Informasi Desa (SID), di
mana SID ini antara lain meliputi Sistem Aplikasi Keuangan Desa
(Siskeudes) yang disediakan Kemendagri serta Sistem Informasi
Manajemen BUMDesa dan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Desa
yang disediakan oleh Kementerian Desa. Selain itu, Kementerian Desa dan
Kemendagri juga terus melakukan koordinasi untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan yang ada dalam upaya mengembangkan
BUMDesa, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi
pelaksanaannya. Hal ini disebabkan arah pengembangan BUMDesa masih
belum jelas baik dari segi regulasi maupun dari segi implementasi di

lapangan,

Penyelesaian Terhadap Adanya Tumpang Tindih Kewenangan Dalam
Pengaturan BUMDesa

Meskipun Undang-Undang Desa, Perpres No. 11/2015, Perpres
No. 12/2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah
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secara jelas dan rinci mengatur mengenai pembagian kewenangan,
koordinasi, dan kerjasama dalam urusan BUMDesa, tetapi dalam
pelaksanaannya masih terdapat tumpang tindih baik mengenai regulasi
BUMDesa maupun mengenai kewenangan antar instansi yang berwenang,
dalam hal ini Kementerian Desa dan Kemendagri.

Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam Pasal 34
Permendesa No. 4/2015 yang menyatakan :

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai

Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Seharusnya suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang Menteri tidak
dapat mencabut peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri yang lain, karena
hal ini dapat menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih kewenangan.
Setiap Menteri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan,
sesuai dengan fungsi dan ruang lingkup tugasnya. Oleh karena itu, untuk
menjaga tertib administratif dan tidak adanya tumpang tindih kewenangan,
Permendagri No. 39/2010 sebaiknya dicabut oleh Menteri Dalam Negeri,
bukan oleh Menteri Desa dan PDTT. Dengan demikian, perlu dilakukan
perubahan dan penyempurnaan terhadap ketentuan yang terdapat dalam
Permendesa No. 4/2015 tersebut.

Permasalahan lainnya terkait regulasi BUMDesa adalah pengaturan
tentang BUMDesa yangg masih tersebar di beberapa peraturan Menteri
Desa dan PDTT serta peraturan Mendagri. Masih tersebarnya peraturan-
peraturan yang terkait dengan pengelolaan BUMDesa ini memerlukan
upaya untuk mengharmonisasikan ketentuan yang terdapat dalam
peraturan-peraturan tersebut. Seperti misalnya, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman
Pembangunan Desa. Permendagri ini sudah tidak sesuai lagi dengan
Perpres No. 11/2015 dan Perpres No. 12/2015 yang menyatakan bahwa

Kemendagri memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang
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pemerintahan dalam negeri, sedangkan bidang pembangunan desa
merupakan tugas dari Kementerian Desa dan PDTT.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan perlu dilakukannya
harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pengelolaan BUMDesa, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di
antara dua kementerian yang menangani Desa dan BUMDesa tersebut.
Koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Desa dan PDTT dengan
Kemendagri juga perlu terus menerus dilakukan serta dilaksanakan secara
berkesinambungan agar pembangunan desa melalui pengembangan
BUMDesa dapat memperoleh hasil yang optimal demi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa pada khususnya, dan masyarakat Indonesia

pada umumnya.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang
ditujukan bagi pelaksanaan pengelolaan BUMDesa, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Desa perlu lebih meningkatkan lagi
pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa, sesuai
dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Desa
dan Permendesa No. 4/2015, agar pengelolaan BUMDesa dapat mencapai
hasil yang lebih optimal.

2. Kementerian Desa dan PDTT serta Kementerian Dalam Negeri, perlu
melakukan kerja sama dan koordinasi dalam memperbaiki permasalahan
yang ada dalam urusan BUMDesa, baik dari segi perbaikan regulasi
maupun dari segi pengembangan pengelolaan BUMDesa itu sendiri.

3. Kementerian Desa dan PDTT, Kemendagri, serta instansi terkait lainnya
perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan BUMDesa, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan

dalam hal pengaturan dan pelaksanaan urusan BUMDesa.
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